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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PRAKTEK DI RUMAH SAKIT ATAS SANGKAAN TINDAKAN MALPRAKTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.
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ABSTRAK
Demi mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan, serta kepastian hukum bagi semua pihak, dugaan kasus malpraktik harus diproses secara hukum. Tentunya proses ini tidak mutlak menjamin akan mengabulkan tuntutan dari pihak pasien atau keluarganya secara penuh, atau sebaliknya membebaskan pihak tenaga kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan yang dalam hal ini sebagai pihak tergugat, dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut didasarkan karena pada dasarnya tenaga kesehatan atau secara khusus dalam penelitian ini adalah dokter adalah profesi mulia yang memiliki tujuan untuk mengusahakan kesehatan kepada masyarakat, sedikit kemungkinan untuk melakukan kesengajaan melakukan tindakan medis yang membahayakan pasien. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter di rumah sakit atas sangkaan terjadinya mal praktek yang menimbulkan kerugian pada pasien serta bagaimana pertanggungjwaban rumah sakit atas sangkaan dokter yang melakukan malpraktek di rumah sakit sehingga pasien dirugikan.
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang hasil penelitian, jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan rumus statiska.

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap dokter di rumah sakit atas sangkaan terjadinya mal praktek yang menimbulkan kerugian pada pasien dapat ditekankan pada pembuktian yang ada dengan melihat rekam medis yang ada. Dengan adanya rekam medis tersebut maka dapat ditentukan apakah dokter melakukan malpraktek atau tidak. Pertanggungjwaban rumah sakit atas sangkaan dokter yang melakukan malpraktek di rumah sakit sehingga pasien dirugikan, tidaklah mudah menentukan tanggungjawab rumah sakit. Selain pola hubungan terapetik dan pola hubungan kerja tenaga medik, penyebab terjadinya kerugian itu sendiri juga sangat menentukan sejauh mana rumah sakit harus bertanggung gugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui sejauhmana rumah sakit harus bertanggungjawab sangat tergantung pada pola hubungan terapetik yang terjadi dan pola hubungan kerja antara dokter dengan rumah sakit 
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ABSTRACT


In order to bring about justice, provide protection and legal certainty for all parties, the alleged malpractice case must be legally processed. Of course this process does not absolutely guarantee that it will grant the demands of the patient or his family in full, or conversely free the health workers and health service facilities, in this case as defendants, from all lawsuits. This is based because basically health workers or specifically in this study are doctors is a noble profession that has the goal of striving for health to the community, there is little possibility to make intentional medical actions that endanger patients. Identification of the problem carried out is how the legal protection of doctors in the hospital for suspicion of the occurrence of mal practices that cause harm to patients as well as how the accountability of hospitals for suspicion of doctors who perform malpractice in the hospital so that patients are harmed.

The research method the researcher did was the research specification carried out was analytical descriptive. The method of normative juridical approach, namely legal research that prioritizes how to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data Collection Techniques are library studies, namely by searching and collecting and reviewing the laws and regulations, the draft law of research results, scientific journals. Data analysis was performed by Qualitative Juridical Analysis, which is the analysis used without using the static formula.


The conclusion obtained in this study is the legal protection of doctors in hospitals for the alleged occurrence of practice malls that cause harm to patients can be emphasized in the existing evidence by looking at existing medical records. With this medical record, it can be determined whether the doctor performs malpractice or not. Hospital responsibility for the suspicion of doctors doing malpractice at the hospital so that patients are harmed, it is not easy to determine the hospital's responsibility. In addition to the therapeutic relationship pattern and the medical personnel employment relationship pattern, the cause of the loss itself also determines the extent to which the hospital must be held accountable. Based on the description above, it can be seen how far the hospital must be responsible very much depends on the pattern of therapeutic relationships that occur and the pattern of work relations between doctors and hospitals
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial
.

Langkah untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional
.

Kesehatan merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang hendak di capai yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Pola umum pembangunan nasional Indonesia adalah suatu rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada tanggal 28 Oktober 2009 secara yuridis Indonesia sudah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur rumah sakit. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, segala hal tentang Rumah Sakit diatur secara sektoral oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan. Sebagai contoh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/SK/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 749a/Menkes/Per/IX/1989 tentang Rekam Medis/Medical Record, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, dan lain sebagainya. Melalui Undang-undang Rumah Sakit maka segala bentuk pengaturan tentang rumah sakit harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, sepanjang tidak ditentukan lain (Pasal 65). Pengaturan tersebut sekaligus menjadi dasar hukum bagi rumah sakit dalam melakukan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dipekerjakannya.
Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut dengan PP Tenaga Kesehatan), terdapat

beberapa jenis tenaga kesehatan, diantaranya:
 

1. tenaga medis;

2.  tenaga keperawatan;

3. tenaga kefarmasian;

4. tenaga kesehatan masyarakat;

5. tenaga gizi;

6. tenaga keterapian fisik;

7. tenagaketeknisian medis.

Pemberian layanan kesehatan dari tenaga kesehatan pada dasarnya bertujuan memulihkan dan meningkatkan kesehatan pasien, hanya pada prakteknya banyak terjadi kesalahan atau tindakan yang tidak diinginkan. Misalnya saja seorang dokter yang bekerja dibagian Unit Gawat Darurat Rumah Sakit ketika melayani pasien, pada dasarnya memiliki satu motivasi agar penyakit tersebut dapat disembuhkan. Ternyata setelah pelayanan selesai diberikan, pasien mendapati kondisinya semakin parah dan setelah dikonsultasikan terdapat kelalaian yang sangat merugikan pasien. Terhadap kelalaian tenaga kesehatan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  dengan tegas mengatur:  “Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.”

 Rumah sakit sebagai instusi yang menampung tenaga-tenaga kesehatan tidak dapat lagi lepas dari tanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melakukan tugas pelayanannya. Semua kerugian yang ditimbulkan tenaga kesehatan selama dalam lingkup hubungan kerja menjadi tanggungan penuh rumah sakit. Permasalahannya, apakah bentuk pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap semua tindakan tenaga kesehatan dalam ruang lingkup pekerjaannya sudah memberikan perlindungan hukum terhadap rumah sakit untuk setiap kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan. Padahal tidak jarang tenaga kesehatan dalam  melakukan tugasnya seringkali melakukan kelalaiannya sendiri dan menimbulkan kerugian pada pasien, hal tersebut sering disebut dengan istilah Malpraktik.
Demi mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan, serta kepastian hukum bagi semua pihak, dugaan kasus malpraktik harus diproses secara hukum. Tentunya proses ini tidak mutlak menjamin akan mengabulkan tuntutan dari pihak pasien atau keluarganya secara penuh, atau sebaliknya membebaskan pihak tenaga kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan yang dalam hal ini sebagai pihak tergugat, dari segala tuntutan hukum
. Hal tersebut didasarkan karena pada dasarnya tenaga kesehatan atau secara khusus dalam penelitian ini adalah dokter adalah profesi mulia yang memiliki tujuan untuk mengusahakan kesehatan kepada masyarakat, sedikit kemungkinan untuk melakukan kesengajaan melakukan tindakan medis yang membahayakan pasien.

Mendasarkan pada hal tersebut maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MELAKUKAN PRAKTEK DI RUMAH SAKIT ATAS SANGKAAN TINDAKAN MALPRAKTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN  JO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”
B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter di rumah sakit atas sangkaan terjadinya mal praktek yang menimbulkan kerugian pada pasien?

2. Bagaimana pertanggungjwaban rumah sakit atas sangkaan dokter yang melakukan malpraktek di rumah sakit sehingga pasien dirugikan?

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, dalam penelitian tesis ini, metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
1. Spesifikasi Penelitian


Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang akan diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaanya,
 sesuai dengan obyek permasalahan yang berupa fakta-fakta mengenai penerapan sanksi hukum izin pertambangan untuk meminimalisir kegiatan tambang di wilayah umum. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan obyek permasalahan digunakan untuk menganalisis obyek permasalahan yang diteliti, dihubungkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.
 Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hukum, mempelajari dan mengkajinya yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang ada baik peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum izin pertambangan.
3. Tahap Penelitian

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan suatu penelitian, diperoleh melalui tahapan-tahapan penelitian, gunanya adalah untuk kepentingan perolehan keabsahan data sehingga memungkinkan justifikasi hasil penelitian yang objektif  dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Tahapan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu kepustakaan dan lapangan
BAB III
PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Di Rumah Sakit Atas Sangkaan Terjadinya Mal Praktek Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien

Mengkaji malpraktik di bidang medik yang di  lakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, masih perlu diklarifikasi. Jika malpraktik di bidang medik berupa kesengajaan yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka hal ini sama dengan kesengajaan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tanggung jawab secara individual dipertanggungjawabkan kepada tenaga kesehatan tersebut. Jika malpraktik di bidang medik dalam bentuk kelalaian sebagaimana diatur dalam hukum pidana (misalnya: kealpaan yang menyebabkan kematian, luka berat, ataupun timbul penyakit), makan dapat dipertanggungjawabakan kepada individu tenaga kesehatan tersebut, atau kelalaian ini dipertanggungjawabkan kepada rumah sakit.  

Kelalaian tenaga kesehatan ini dipertanggungjawabkan pihak rumah sakit, jika tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kerja dari rumah sakit tersebut. Rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, “Bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya”.   

Tenaga kesehatan merupakan pekerja di rumah sakit, maka rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan tenaga kesehatan yang merugikan pasien. Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, dapat sebagai acuan pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan tenaga kesehatan tersebut.  Hal ini sesuai dengan doktrin respondeat superior.  Di dalam doktrin ini  mengandung makna bahwa majikan bertanggung atas tindakan-tindakan pelayan-pelayan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk tindakantindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan adanya doktrin respondeat superior, merupakan jaminan bahwa ganti rugi diberikan/dibayarkan kepada pasien yang menderita kerugian akibat tindakan medis. Selain itu dengan doktrin ini, secara hukum dan keadilan, menghendaki akan sikap kehati-hatian dari para tenaga kesehatan. 
Dalam rangka pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran, maka rekam medis dapat berfungsi sebagai ‘alat bukti surat’ sekaligus juga sebagai ‘keterangan ahli’. Rekam medis yang digunakan sebagai sebagai alat bukti (tanpa meminta keterangan dokter pembuat rekam medis di depan persidangan) dapat dikategorikan sebagai ‘alat bukti surat’, karena rekam medis dibuat sesuai dengan ketentuan kriteria Pasal 187 huruf a KUHAP, yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Dalam hal ini maksudnya, semua keterangan itu diberikan oleh pasien sendiri pada waktu berkunjung ke dokter untuk memeriksakan dirinya sendiri. Rekam medis sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian, selain berdasarkan PP No. 26/1969 tentang “Lafal Sumpah Dokter”, juga memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh Pasal 187 KUHAP, yaitu apa yang ditulis dokter sebagai isi rekam medis berdasarkan apa yang ia alami, dengar dan lihat.

Dokter pembuat rekam medis yang diminta untuk memberikan keterangan di depan persidangan oleh hakim, berdasarkan Pasal 186 KUHAP dikategorikan sebagai ‘alat bukti keterangan ahli”. Dengan demikian, KUHAP membedakan keterangan yang diberikan secara langsung di depan persidangan oleh seorang ahli dalam hal ini dokter, sebagai ‘alat bukti keterangan ahli’, dan keterangan ahli yang diberikan di luar persidangan secara tidak langsung (dalam bentuk tertulis yaitu rekam medis), dikategorikan sebagai ‘alat bukti surat’.Rekam medis yang berupa berkas tertulis ataupun file komputer dapat digunakan untuk alat bukti tertulis untuk penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik.
B. Pertanggungjwaban Rumah Sakit Atas Sangkaan Dokter Yang Melakukan Malpraktek Di Rumah Sakit Sehingga Pasien Dirugikan

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayan- an kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat ja- lan, dan gawat darurat, sebagaimana dapat di- lihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit. Dengan demikian kegiatan rumah sakit dilakukan oleh tenaga  kesehatan  yang  terorganisir, termasuk pelayanan diagnosis dan pengobatan pasien. 
Rumah sakit dibagi berdasarkan pengelo- laannya, dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah (propinsi, kabupaten) ataupun yang dikelola oleh Badan hukum yang bersifat nirlaba, sehingga rumah sakit publik dapat disebut sebagai rumah sakit non-komersial. Rumah sakit pemerintah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Daerah. Rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah tidak dapat dialihkan menjadir rumah sakit privat (Pasal 20 UU Rumah Sakit). Rumah sakit privat (swasta) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero (Pasal 21 UU Rumah Sakit), sehingga rumah sakit privat dapat sebagai rumah sakit yang komersial.
Rumah sakit diklasifikasikan berdasar fasilitas dan kemampuan pelayanannya, yaitu Rumah sakit umum dan Rumah Sakit khusus. Rumah sakit umum yang terdiri atas Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D, sedangkan Ru- mah sakit khusus, terdiri dari Kelas A, Kelas B, Kelas C. Rumah sakit umum kelas A adalah ru- mah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis, 5 spesialis penunjang medik, 12 spesialis lain dan 13 subspesialis. Rumah sakit umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan medik paling sedikit 4 spesialis, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis dan 2 subspesialis dasar. Rumah sakit umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang menyediakan berbagai sarana medis dan non medis yang permanen, menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan secara berkesinambungan.

Rumah sakit khusus kelas A adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai dengan kekhususan yang lengkap. Rumah sakit khusus B adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas. Rumah sakit khusus C adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan yang minimal.

Klasifikasi rumah sakit dapat didasarkan pada hubungan rumah sakit dengan tenaga kesehatan yang bekerja, dan dihubungkan dengan pasien yang dirawat (baik di dalam maupun di luar rumah sakit). Maarten Rietved, mencoba menyusun kategorisasi rumah sakit melihat pola hubungan tersebut Pertama, rumah sakit terbuka (open ziekenhuis), yaitu rumah sakit di mana setiap dokter secara bebas dan dapat merawat pasien-pasiennya secara pribadi; kedua, rumah sakit tertutup (gesloten ziekenhuis) yaitu suatu rumah sakit di mana yang bekerja di situ adalah tenaga kesehatan, yang telah diijinkan oleh rumah sakit, dan ijin tersebut tercantum dalam suatu kontrak (toelatingscontract); dan ketiga, rumah sakit tertutup mutlak (volkomen gesloten ziekenuis): rumah sakit yang hanya memperkerjakan tenaga kesehatan yang telah membuat kontrak kerja (arbeidscontract) dengan rumah sakit.
Mengkaji masalah tanggungjawab rumah sakit, maka pertama-tama penulis menganalisa mengenai etimologi tanggungjawab. Berdasar Kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah: “Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa- apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)”. Menurut Black’s Law Dic- tionary, tanggung jawab (liability) mempunyai tiga arti, antara lain: an obligation one is bound in law or justice to perform; condition of being responsible for a possible or actual loss; and, condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future.
BAB IV

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisi yang dilakukan penulis pada bab iv maka dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum terhadap dokter di rumah sakit atas sangkaan terjadinya mal praktek yang menimbulkan kerugian pada pasien dapat ditekankan pada pembuktian yang ada dengan melihat rekam medis yang ada. Dengan adanya rekam medis tersebut maka dapat ditentukan apakah dokter melakukan malpraktek atau tidak.
2. Pertanggungjwaban rumah sakit atas sangkaan dokter yang melakukan malpraktek di rumah sakit sehingga pasien dirugikan, tidaklah mudah menentukan tanggungjawab rumah sakit. Selain pola hubungan terapetik dan pola hubungan kerja tenaga medik, penyebab terjadinya kerugian itu sendiri juga sangat menentukan sejauh mana rumah sakit harus bertanggung gugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui sejauhmana rumah sakit harus bertanggungjawab sangat tergantung pada pola hubungan terapetik yang terjadi dan pola hubungan kerja antara dokter dengan rumah sakit 
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